PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONES A
NOMOR 7 TAHUN 1981
TENTANG
PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA PERKEBUNAN I MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PRESIDEN REPUBLIK INDONES A,

Menimbang : bahwa Perusshaan Negara Perkebunan | yang didirikan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor
23) satdlah melaui penditian dan penilaian, dapat memenuhi ketentuan-
ketentuan untuk dialihkan bentuknya menjadi Perusshaan Perseroan
(PERSERO) sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 1969;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)
sebagamana telah bebergpa kai diubah dan ditambah, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan
Atas Ketentuan Pasd 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang Staatsblad
Tahun 1847 Nomor 23 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2959);

3. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Peruschaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1989);

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetgpan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (L embaran Negara Tahun 1969
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890), tentang Bentuk-bentuk
Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor
40, Tambahan Lembaran NegaraNomor 2904);

5. Parauran Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan
(PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2894) jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 tentang
Perubahan Atas Ketentuan Pasd 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969
(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor
28Y) tentang Perusshaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun
1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1971 tentang Pemberian Kdonggaran
Perpgakan Terhadgp Perusshaan-perusshaan Negara yang didihkan Bentuk
usshanya menjadi Perusshaan Jawaan dan Perusshaan Perseroan (PERSERO)
(Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2953);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGALIHAN BENTUK
PERUSAHAAN NEGARA PERKEBUNAN | MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).

BAB |
PENGALIHAN BENTUK DAN PEMBUBARAN

Pasal 1

(1) Perusshaan Negara Perkebunan | yang didirikan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor
23) didihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)
sebagaimana dimaksud ddam Pasd 2 aya (3) Undangundang Nomor 9 Tahun
1969.

(2) Dengan diaihkannya bentuk Perusahaan Negara Perkebunan | menjadi
Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagamana dimaksud dadam aya
(1),Perusahaan Negara Perkebunan | dinyatakan bubar pada saat pendirian
Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut, dengan ketentuan bahwa segda
hak dan kewgiban, serta kekayaan dari Perusahaan Negara Perkebunan |
yang ada pada saat pembubarannya, berdih kepada Perusahaan Perseroan
(PERSERO) yang bersangkutan.

(3) Sebaga likwidatur ddam peaksanaan pembubaran Perusahaan Negara
Perkebunan | sebagamana dimaksud ddam aya (2) ditunjuk suatu team/
panitia yang susunan keanggotaannya terdiri dari wakilwakil Departemen
Pertanian, Departemen Keuangan, Peruschaan Negara Perkebunan | dan
Instang lain yang dianggap perlu.

(4) Pelaksanaan pembentukan, perincian tugas, masa kerja, pembiayaan dan hd-
ha lannya yang bersangkutan dengan pedaksanaan tugas team/ panitia
likwidas tersebut pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.

(5) Pengesahan aas pertanggungjawaban likwidatur terssbut pada ayat (3)
dilakukan oleh Menteri Pertanian berdasarkan aas hasl pemeriksaan
Direktorat Jenderd Pengawasan Keuangan Negara, Departemen K euangan.

BAB II
MODAL PERUSAHAAN

Pasal 2

(1) Modal dari Perusahaan Perseroan (PERSERQO) sebagaimana dimaksud
ddam Pasd 1 aya (1) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya
merupakan penyertaan Negara Republik Indonesa yang berasal dari
kekayaan Negara dan kekayaan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT.
Perkebunan IV, V, VI dan Perusahaan Negara Perkebunan V11 tertanam
dalam Perusahaan Negara Perkebunan | sampal saat pembubarannya serta
kekayaan Negara lannya yang penetgpan nilanya dilakukan oleh Menteri
Keuangan berdasarkan hadl perhitungan yang dilakukan secara bersama oleh
Departemen Keuangan dan Departemen Pertanian.

(2) Modd dasar dari Perusahaan Perseroan (PERSERO) ditetapkan oleh
Menteri Keuangan.

(3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai permodalan Perusahaan Perseroan
(PERSERO) diatur dalam Anggaran Dasarnya termasuk ketentuan
mengenal modal dasarnya yang terbagi atas saham-saham sesuai
dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1972.
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(4) Neraca pembukuan Perusahaan Perseroan (PERSERO) ditetapkan oleh
Menteri Keuangan.

BAB IlI
PELAKSANAAN PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 3

Pelaksanaan pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana
dimaksud ddam Pasd 1 aya (1) dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kiteb
Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana
telah bebergpa kai diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2959) dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
yang termaktub daam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969
(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2894) jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara
Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran NegaraNomor 2987).

Pasal 4

(1) Penyelesaian pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasd 3 dikuasakan kepada Menteri Keuangan.

(2) Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan tersebut pada ayat (1),
dengan diserta hak Subgitus kepada Menteri Pertanian, dengan
ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan
(PERSERO) tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari
Menteri Keuangan.

(3) Kepada Menteri Pertanian diberikan kekuasaan untuk menunjuk
seseorang untuk ikut serta mendirikan Perusahaan Perseroan (PERSERO)
tersebut, sesud dengan ketentuan yang termektub ddam Pasad 6 Perauran
Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Terhitung mula saa berdirinya Perusahaan Perssroan (PERSERO) serta
dibubarkannya Perusahaan Negara Perkebunan | sebagaimana yang dimaksud
ddam Pasd 1 aya (2), Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1968 (Lembaran
Negara Tahun 1968 Nomor 23) dan semua peraturan pel aksanaannya dinyatakan
tidak berlaku lagi bagi Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut.

Pasal 6
Hal-ha yang belum cukup diatur daam Peraturan Pemerintah ini akan diatur
tersendiri.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulal berlaku padatanggd diundangkan.
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Agar supaya setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempaannya ddam Lembaran Negara Republik
Indonesa

Ditetapkan di Jakarta
padatanggd 2 Maret 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESA
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
padatanggd 2 Maret 1981

MENTERI/SEKRETARISNEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
SUDHARMONO, SH
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONES A TAHUN 1981 NOMOR 7
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